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ENGAN kita sebentar lagi memasuki kalender 2015, kita nyaris sudah 70 tahun merdeka. Secara substansial tentu sudah banyak yang kita dapatkan. Bayangkan, dari hanya 3-5 % yang pandai tulis-baca ketika Belanda meninggalkan kita, sekarang kalau tidak semua, praktis mayoritas terbesar dari penduduk Indonesia sudah pandai tulis-baca. Dan tak sedikit yang sudah sarjana dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dengan sekolah dari TK ke PT dan Universitas yang menyebar ke mana-mana.

Namun secara struktural-fungsional kok belum banyak yang berubah. Bagaimana dahulu di zaman kolonial, atau bahkan dahulu masih di zaman Majapahit dan Mataram pra-kolonial, begitu juga sekarang. Secara politis-kenegaraan, istilah demokrasi, eksekutif, legislatif, yudikatif, dsb kita pakai secara obralan, tapi yang isinya tak banyak beda dengan yang sebelum-sebelumnya di zaman pra-kolonial itu. Isinya adalah feodalisme, borjuisme, sentralisme, sentripetalisme, nepotisme, hirarkisme, narsisisme, materialisme, parokialisme, dan banyak lagi, seperti yang kita lihat prakteknya sejak Orde Lama dan Orde Baru ke Orde Reformasi sekarang ini.

Belum lagi, sejak Orde Lama-Orde Baru-Orde Reformasi sekarang ini nilai-nilai luhur bangsa yang dibentuk dan diarahkan oleh nilai-nilai moral akhlak budi-pekerti dan keagamaan sudah sangat disepelekan, bahkan dilecehkan dan disingkirkan. Yang namanya ABS-SBK yang lahir dari kandungan budaya Minang dan Melayu di Nusantara ini, hanya enak untuk disebut-sebut tapi tidak untuk dipraktekkan. Yang menolak dipraktekkannya syariat Islam bagi ummat Islam sendiri mayoritas terbesarnya adalah ummat Islam sendiri dan partai-partai dan ormas-ormas Islam sendiri. Ketika di MPR-RI di zaman saya ikut jadi anggota dalam perkisaran ke tahun 2000 dulu, hanya ada dua Partai Islam yang menyatakan bersedia tegaknya syariat Islam bagi ummat Islam, yaitu PPP dan PBB. Yang lain-lainnya bungkem atau seperti PKS menghendaki pelaksanaan syariat agama bukan hanya oleh ummat Islam saja, tetapi penganut agama lain-lainnya juga melakukan hal yang sama terhadap agama mereka. Pada hal semua kita tahu bahwa dalam agama Kristen sudah ada prinsip pemisahan agama dari negara (separation of church and state). Apa lagi muncul pula sesudah itu paham liberalisme, sekularisme,dan entah apa lagi itu, yang memisahkan Islam dari ummatnya.

Hasil jadinya tentu saja seperti yang kita lihat sekarang. Indonesia telah dicap sebagai negara termasuk terkorup di dunia. Narkoba, narkotisme, seks bebas, korupsi, kolusi, nepotisme, entah apa lagi, meraja lela. Nah semua ini juga masuk ke ranah Minang dan ke ranah suku-suku bangsa lainnya di Indonesia ini.

Belum pula kalau kita bicara di sektor ekonomi, yang walau sudah 70 tahun merdeka, tetapi ekonomi negara kita ini masih dikuasai dan bahkan dikendalikan oleh korporasi multi-nasional, khususnya kelompok konglomerat non-pri Cina. Mereka menguasai jalur ekonomi negeri dan negara kita ini dari hulu sampai ke muara, di darat, laut dan udara. Yang kita? Ya tetaplah sebagai kuli dan pekerja kasar, yang kita semua bergantung kepada mereka. Dan semua pejabat dan penguasa negeri kita ini juga menggantungkan diri kepada belas jasa mereka. Praktek KKN karenanya meraja lela.

Dengan melihat dan menyadari itu, setelah 70 tahun merdeka, apakah tidak terpanggil kita untuk mencarikan solusi jalan keluarnya?

Kita di Minangkabau melihat ada jalan keluarnya, yaitu mempraktekkan ajaran leluhur kita: ABS-SBK di samping ketentuan UUD1945, Pancasila dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI ini. Memang karena tak terpakai selama ini, dan hanya disebut-sebut dan diucap-ucapkan, ABS-SBK perlu pemahaman dan pengamalan yang harus kita hidupkan dan hayati kembali. Tetapi kita tahu persis, dengan adagium “Syarak mengata, Adat memakai,” “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah,” tidak akan ada konflik antara Adat dan Syarak itu. Yang jelas, mana aturan Adat yang tak sejalan dengan Syarak, dibuang; yang sejalan dipakai. Itu sudah ketentuan budaya M yang sifatnya final, karena ABS-SBK itu sifatnya sintetikal, tidak sinkretikal seperti dalam budaya J yang membaurkan semua agama dalam adagium: Sadoyo agami sami kemawon (Semua agama sama adanya).”  

 Makanya, mari kita berketetapan hati untuk menggolkan keinginan mengamalkan filosofi ABS-SBK melalui pelaksanaan DIM itu di samping tetap berpegang pada ajaran Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa dan UUD1945 itu. *** 

